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Abstark
Penelitian ini, membahas penerapan Aplikasi Atisisbada pada DPKA Kabupaten Pandeg-
lang. Metode yang digunakan adadah kualitatif deskriptif. Informan dalam peneliti-
an ini adalah Kabid Aset DPKA,Kasi Penatausahaan Aset DPKA, Kasi Penilaian dan
Pemberdayaan Aset DPKA, Kasi Pengadan dan Pengamanan Aset DPKA, Admin
Atisisbada, Pegawai Bidang Aset dan Pengurus Barang. Kajian ini mendapati bahwa
penerapan Aplikasi Atisisbada pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum efek-
tif dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis
pengelolaan barang milik daerah, karena keterbatasan sumber daya manusia.

A. Pendahuluan
Pada setiap akhir tahun anggaran,

Pemerintah Daerah wajib menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) sebagai bentuk pertanggungja-
waban pengelolaan keuangan daerahnya
kepada masyarakat. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang-
an Negara menyebutkan bahwa laporan
BMD harus disajikan dalam LKPD be-
rupa neraca pemerintah daerah. Laporan
keuangan yang disampaikan oleh Peme-
rintah Daerah harus berpedoman pada
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Peme-
rintahan sehingga informasi yang dila-
porkan dapat dijadikan dasar perencana-
an, pengendalian dan pengambilan ke-
putusan. Dalam proses pengambilan ke-

putusan, informasi merupakan hal yang
sangat penting. Untuk itu, dibutuhkan
suatu sistem informasi terintegrasi untuk
mengolah data dan menyajikan informa-
si barang milik daerah secara cepat, tepat
dan akurat. Penerapan sistem informasi
akuntansi bagi pemerintah daerah diatur
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan
Daerah.

Salah satu masalah utama yang diha-
dapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang
dalam pengelolaan barang milik daerah
adalah  ketidaktertiban  administrasi da-
lam pengendalian inventarisasi aset. Pa-
dahal inventarisasi aset merupakan jan-
tung dalam siklus pengelolaan aset. Ber-
kenaan dengan hal tersebut Pemerintah
Kabupaten Pandeglang menggunakan
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Sistem Informasi Manajemen Barang
Daerah (SIMDA-BMD) yang dikem-
bangkan oleh BPKP melalui Tim Aplikasi
SIMDA pada  Deputi  Pengawasan  Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pro-
gram aplikasi SIMDA-BMD adalah suatu
program aplikasi yang digunakan untuk me-
lakukan proses pengelolaan BMD secara ter-
komputerisasi yang bertujuan untuk menye-
laraskan penerapan kebijakan pengelolaan
BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dengan kemajuan teknologi
yang semakin pesat Pemerintah Kabupa-
ten Pandeglang saat ini menerapkan Ap-
likasi Teknologi Informasi Siklus Barang
Daerah (ATISISBADA) untuk Penatau-
sahaan Barang Milik Daerah. Dengan
penerepan aplikasi tersebut diharapkan
mampu menyajikan data yang lebih ter-
tib, akuntabel dan transparan.

ATISISBADAmerupakan Sistem
Informasi Manajemen yang berfungsi
dalam   pengelolaan   data   daninforma-
si barang milik daerah secara “online”.
ATISISBADA merupakan suatu softwa-
re yang berlandasan hukum berdasarkan
PermendagriNo. 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah danPermendagri No. 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akru-
al pada Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pe-
ngelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagai acuan dalam pengelolaan barang
milik Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pandeglang.

ATISISBADA merupakan suatu alat
bantu “tools” berupa  aplikasi/softwa-
re komputer yang berfungsi untuk me-
ngelola data dan memberikan informasi

yang berkaitan dengan data aset tetap
(barang milik daerah) secara ”online”.
Yang telah digunakan satuan kerja pe-
rangkat daerah (SKPD) di Kabupaten
Pandeglang. Dengan adanya ATISISBA-
DA, pemerintah Kabupaten Pandeglang
sangat terbantu dalam proses pengelola-
an aset tetap/BMD. Pemerintah juga da-
pat mengurangi kesalahan dalam proses
pengelolaan aset tetap/BMD dan dapat
menghasilkan laporan aset yang optimal
karena dalam pengoperasiannya telah
terintegrasi tahap demi tahap, dengan
demikian, output dari proses melalui
ATISISBADA tersebut dapat digunakan
oleh pimpinan daerah dalam mengambil
keputusan, serta faktor-faktor keterlam-
batan, kelengkapan serta keseluruhan
informasi dapat tersampaikan secara
mudah oleh karena itu hasil laporan aset
tetap yang dihasilkan dari output ATI-
SISBADA ini kualitasnya dapat terjamin
dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini, menggunakan pende-

katan kualitatif deskriptif, yaitu menje-
laskan fenomena secara mendalam me-
lalui pengumpulan data, kecenderungan
untuk menggunakan metode penelitian
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
metode ini dianggap sangat relevan de-
ngan materi penulisan, karena penelitian
yang dilakukan hanya bersifat deskriptif
yaitu menggambarkan apa adanya dari
kejadian yang diteliti.

Untuk manajamkan analisis, maka
dilakukan pengumpulan data dengan
wawancara dan teknik penentuan infor-
man dalam penelitian ini adalah purpo-
sive sampling, yaitu, ditentukan penulis
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dngan pertimbangan orang atau pelaku
yang benar-benar tahu dan menguasai
masalah, serta terlibat langsung dengan
masalah penelitian. Maksud dari teknik
tersebut adalah untuk menggali informa-
si yang menjadi dasar dan rancangan te-
ori yang dibangun.

C. Sistem Informasi Manajemen
Pengelolaan barang milik daerah

adalah bagian dari suatu sistem, yakni
sistem akuntansi yang merupakan ba-
gian dari sistem informasi manajemen.
Dimana sistem informasi akuntansi me-
rupakan struktur terpadu di dalam sebu-
ah kesatuan, seperti perusahaan bisnis,
yang sumber daya tenaga kerja fisik dan
komponen lainnya untuk merubah data
ekonomi ke dalam informasi akuntansi,
dengan tujuan memberikan kepuasan
kepada berbagai pemakai atau konsu-
men akan kebutuhan informasi. Menurut
Frederick H.Wu dalam Jogiyanto (2005),
Sistem Informasi Manajemen adalah
kumpulan-kumpulan dari sistem-sistem
yang menyediakan informasi untuk men-
dukung manajemen. Sedangkan menurut
Cecil Gillespie dalam S.P.Hariningsih
(2006), adalah sistem informasi mana-
jemen adalah suatu sistem untuk me-
ngumpulkan, menyimpan (dalam situasi
tertentu), mengubah, dan melaporkan
informasi yang diperlukan untuk meng-
ambil keputusan manajemen yang sudah
direncanakan.

Sejalan dengan pengertian-penger-
tian tersebut, pengelolaan barang milik
daerah bertujuan untuk menghasilkan in-
formasi mengenai keadaan barang milik
daerah di suatu wilayah. Jika penyajian
informasi dalam pengelolaan barang mi-

lik daerah tersebut memadai, maka infor-
masi tersebut berkualitas dan sudah pasti
bahwa informasi yang berkualitas dapat
menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas pula.

D. Aplikasi Teknologi Informasi Sik-
lus Barang Daerah (ATISISBA-
DA)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indo-

nesia (KBBI) adalah penerapan dari ran-
cang sistem untuk mengolah data yang
menggunakan aturan atau ketentuan
bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi
adalah suatu program komputer yang di-
buat untuk mengerjakan dan melaksana-
kan tugas khusus dari user (pengguna).

Sedangkan menurut Anisyah (2000),
aplikasi adalah penerapan, penggunaan
atau penambahan dari pengertian diatas,
dapat disimpulkan bahwa aplikasi me-
rupakan software yang berfungsi untuk
melakukan berbagai bentuk pekerjaan
atau tugas-tugas tertentu seperti penerap-
an, penggunaan dan penambahan data.

ATISISBADA merupakan Sistem
Informasi Manajemen yang berfungsi
dalam  pengelolaan  data  dan  informa-
si barang milik daerah secara “online”.
ATISISBADA merupakan  suatu “soft-
ware” yang berlandasan hukum berda-
sarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah dan Permendagri
No. 64 Tahun 2013 dan PP NO. 27 Ta-
hun 2014 sebagai acuan dalam pengelo-
laan barang milik Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang. ATI-
SISBADA adalah software yang berda-
sarkan 13 siklus yang diterapkan dalam
pengadministrasi data, terdiri dari Siklus
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Perencanaan, Siklus Pengadaan, Siklus
Penerimaan dan Pengeluaran, Siklus Pe-
netapan, Siklus Penatausahaan, Siklus
Pemanfaatan, Siklus Pengamanan dan
Pemeliharaan, Siklus Penilaian, Siklus
Penghapusan, Siklus Pemindahtangan,
Siklus Pembiayaan, Siklus Ganti Rugi
dan Siklus Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian.

Aplikasi ATISISBADA, software
yang dibangun dengan Flatform Open
Source dengan menggunakan Operating
System Linux dan DataBase MySQL. Ba-
hasa Pemograman untuk pengembangan
sistem adalah bahasa program php, Ja-
vaScript dan Ajax.

E. Aplikasi Teknologi Informasi
Siklus Barang Daerah Di Dinas
Pengelola Keuangan dan Aset Ka-
bupaten Pandeglang

1.   Asas fungsional
Pengelolaan barang milik daerah

yang dikelola dengan baik tentunya akan
memudahkan penatausahaan aset dae-
rah dan merupakan sumber daya penting
bagi pemerintah daerah. Dalam hal pe-
ngelolaan aset, pemerintah daerah harus
menggunakan pertimbangan aspek (a)
perencanaan kebutuhan dan pengang-
garan, (b) pengadaan, (c) penerimaan,
penyimpanan, dan penyaluran, (d) Peng-
gunaan, (e) penatausahaan, (f) Pemanfa-
atan, (g) pengamanan dan Pemeliharaan,
(h) Penilaian, (i) Penghapusan, (j) Pe-
mindahtanganan.

Berdasarkan hasil observasi dan do-
kumentasi di lapangan bahwa Aplikasi
ATISISABADA sudah memenuhi siklus
dalam pengelolaan Barang Milik Dae-

rah. Hal ini seperti diungkapkan dalam
wawancara dengan Bapak Ahmad Noor
Hidayat  (Admin Atisisbada  Kabupaten
Pandeglang):

“Aplikasi Atisisbada ini sudah me-
menuhi siklus pengelolaan bmd,
diantaranya siklus perencanaan ke-
butuhan dan penganggaran, peng-
adaan, penerimaan, penyimpanan,
dan penyaluran, Penggunaan, pe-
natausahaan, Pemanfaatan, penga-
manan dan Pemeliharaan, Penilaian,
Penghapusan, Pemindahtanganan”.
(Hasil wawancara Desember 2016)

Hal senada diungkapkan oleh Ba-
pak Mochamad Muahemin, S.IP, M.Si
(Kasi Penetausahaan Aset), bahwa :“Se-
muanya sudah memenuhi, kita tingal
menyesuaikan dengan aplikasi keuang-
an, karena kita dasarnya mengacunya ke
keuangan, insya alloh semuanya sudah
terpenuhi semua siklus di aplikasi ini”.
(Hasil Wawancara, Desember 2016)

Selanjutnya, untuk memperkuat
penelitian ini peneliti melakukan konfir-
masi kepada Bapak Drs. Riki Rahadian
selaku Kepala Bidang Aset DPKA me-
nyebutkan bahwa :

“Aplikasi yang kita gunakan dalam
penatausahaan Aset adalah Aplikasi
ATISISBADA, dimana aplikasi ini
berbasis web dan online, pengurus
barang bisa meng input data dimana
saja (realtime) dan dalam apalikasi
ini juga sudah memenuhi siklus da-
lam pengelolaan barang milik dae-
rah, yaitu siklusperencanaan kebu-
tuhan dan penganggaran, pengada-
an, penerimaan, penyimpanan, dan
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penyaluran, Penggunaan, penatau-
sahaan, Pemanfaatan, pengamanan
dan Pemeliharaan, Penilaian, Peng-
hapusan, Pemindahtanganan” (Wa-
wancara, Desember 2016)

Seperti kita ketahui bersama untuk
mendukung pengelolaan aset daerah se-
cara efisien dan efektif serta menciptakan
transparansi kebijakan pengelolaan aset
daerah, maka pemerintah daerah perlu
memiliki atau mengembangkan sistem
informasi menajemen yang komprehen-
sif dan handal sebagai alat untuk meng-
hasilkan laporan pertanggungjawaban.
Selain itu,sistem informasi tersebut juga
bermanfaat untuk dasar pengambilan ke-
putusan mengenai kebutuhan barang dan
estimasi kebutuhan belanja pembangun-
an  (modal)  dalam  penyusunan APBD,
dan untuk memperoleh informasi mana-
jemen aset daerah yang memadai maka
diperlukan dasar pengeolaan kekayan
aset yang memadai juga.

Berdasarkan Observasi, Doku-
mentasi, wawancara dan konfirmasi,
peneliti dapat menggambarkan bahwa
Aplikasi ATISISBADA sudah memenu-
hi Asas Fungsional, dimana aplikasi ini
sudah informatif dan dapat dijadikan pi-
jakan dalam mengambil keputusan oleh
pimpinan.

Gambar E.1
Halaman muka aplikasi ATISISBADA

2.   Asas kepastian hukum
Berdasarkan hasil observasi dan do-

kumentasi dilapangan bahwa penerapan
aplikasi ATISISABADA berlandaskan
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Dae-
rah dan Peraturan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pene-
rapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Dae-
rah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.

Dalam hal pencatatan barang milik
daerah, pengurus barang mencatat dalam
aplikasi atisisbada dengan dilengkapi
dokumen-dokumen pendukung agar ba-
rang milik daerah yang dicatat tidak akan
menimbulkan permasalahan di kemudi-
an hari. Untuk memperkuat penelitian,
peneliti melakukan wawancara dengan
pengurus barang untuk melihat sejauh-
mana pencatatan aset pada SKPD.Me-
nurut ibu Nunung Nurhayati (Pengurus
Barang Sekretariat DPRD Kabupaten
Pandeglang) :

“Dalam  aplikasi Atisisbada,  sudah
ada kolom-kolom yang harus diisi
oleh user/pengguna untuk meleng-
kapi data barang yang kita input,di-
antaranya asal usul barang, tanggal
pembelian, berita acara serah terima
barang, kondisi barang dan lainnya,
sehingga data yang kita input benar
dan sesuai dengan barang yang kita
peroleh. (hasil wawancara    desem-
ber 2016)

Selanjutnya, peneliti melakukan
konfirmasi kepada Bapak Mochamad
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Muhaemin, S.IP, M.Si selaku Kasi Pe-
natausahaan Aset  DPKA menyebutkan
bahwa:

“Aplikasi ini dibangun untuk me-
mudahkan pengurus barang dalam
penatausahaan BMD, dalam aplikasi
ini sudah disediakan kolom-kolom
untuk diisi oleh user, pengurus ba-
rang tinggal mengisi kolom terse-
but, adapun kolom-kolom itu adalah
Nama barang, tahun Perolehan, no-
mor register, harga beli satuan, harga
atribusi satuan, harga perolehan sa-
tuan, jumlah barang, asal usul/cara
perolehan, berita acara serah terima,
kondisi barang, status aset dan SPK
atau kontrak, atau pada pencatatan
aset tanah disitu termuat status tanah
dan nomor sertifikat, sehingga aset
yang dicatat benar-benar dapat di-
pertanggung jawabkan.” (Hasil wa-
wancara desember 2016)

Berdasarkan pendapat tersebut, pe-
neliti dapat menggambarkan bahwa Ap-
likasi ATISISBADA sudah memenuhi
Asas Kepastian Hukum, dimana aplikasi
ini sudah memuat informasi mengenai
aset yang lebih rinci sehingga pancatatan
aset dalam aplikasi ini dapat dipertang-
gung jawabkan.

Gambar E.2
Kolom-kolom pengisian aplikasi atisis-

bada

3.   Asas transparansi
Barang milik daerah adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja
daerah atau berasal dari perolehan lain-
nya yang sah. Maka dalam penggunaa-
nya harus sesuai dengan peruntukannya
dan tidak ditutup-tutupi. Hal ini seperti
diungkapkan dalam wawancara dengan
Bapak Wawan Kurniawan (Pengurus
Barang Setda   Kabupaten Pandeglang)
“Aplikasi ini memuat data Barang Mi-
lik Daerah dengan detail dan informa-
tif, bahkan untuk aset bergerak seperti
kendaraan dinas sudah ada nama pe-
megang kendaraan”. (Hasil wawancara
Desember 2016)

Selanjutnya peneliti melakukan wa-
wancara dengan ibu hayatun nufus (Kasi
Pemberdayaan Aset DPKA) mengenai
kebutuhan informasi bagi masyarakat
yang membutuhkan informasi mengenai
aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pan-
deglang, menyatakan bahwa :

“Iya, selama informasi itu dapat di-
pergunakan dengan bijak, dengan
baik,  tidak  ada  masalah,  kita  sha-
re informasi yang ada di kita. Mi-
salnya ada yang ingin mengetahui
berapa jumlah tanah yang dimiliki
oleh kabupaten pandeglang, lalu be-
rapa nilainya, kita bisa sampaikan
itu, bahkan informasi-informasi lain
aset-aset kabupaten pandeglang.”.
(Wawancara, Desember 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut,
dapat diterangkan bahwa aplikasi atisis-
bada memang sudah sangat informatif,
sehingga masyarakat luas bisa menda-
patkan informasi mengenai aset-aset
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yang dimiliki oleh pemerintah Kabupa-
ten Pandeglang, meskipun permintaan
informasi tersebut harus dengan prose-
dur permintaan infomasi. Melalui obser-
vasi, dokumentasi, wawancara dan kon-
firmasi, peneliti dapat menggambarkan
bahwa aplikasi Atisisbada sudah meme-
nuhi asas transparansi, dimana aplikasi
ini sudah informatif namun hal tersebut
harus didukung oleh pengurus barang
yang menginput asetnya kedalam aplika-
si dengan dokumen pendukung.

Gambar E.3
Aplikasi Atisisbada yang sudah infor-

matif

4.   Asas efisiensi
Aset merupakan hal yang rentan

sekali akan penyalahgunaannya. Untuk
itu perlu dilakukan pengawasan. Penga-
wasan perlu dilakukan oleh piminan atau
atasan langsung suatu organsasi atau unit
kerja terhadap bawahan dengan tujuan
untuk mengetahui atau menilai apakah
program kerja yang ditetapkan telah di-
laksanakan sesuai ketentuan atau per-
undang-undangan yang berlaku. Seperti
pernyataan informan Bapak Mujiyono
(Pengurus Barang Dinas Pengelolaan ke-
uangan dan Aset Kabupaten Pandeglang)

mengungkapkan bahwa “Pengguna ken-
daraan dinas roda 4 (empat) maupun
roda 2 (dua) pada Dinas kami sudah se-
suai dengan peruntukannya, dan dalam
aplikasi Atisisbada sudah tercatat nama
pemegang kendaraan tersebut”. (Wa-
wancara, Desember 2016)

Hal serupa seperti diungkapkan da-
lam wawancara dengan Bapak Ade Juli-
ansyah, S.IP (Kasubag Umum dan Kepe-
gawaian DPKA Kabupaten Pandeglang)
“Kita sangat ketat dalam penggunaan
kendaraan dinas, hanya pegawai yang
mempunyai jabatan yang dapat meng-
gunakan kendaraan dinas, tetapi untuk
komputer dan Laptop kita distribusikan
untuk para pegawai sesuai dengan per-
untukanya”. (Wawancara, Desember
2016)

Berdasarkan observasi, dokumenta-
si, wawancara dan konfirmasi, peneliti
dapat menggambarkan bahwa pengelo-
laan barang milik daerah sudah sesuai
dengan  asas  efisiensi dimana  pengelo-
laan barang milik daerah diarahkan agar
barang milik daerah digunakan sesuai
batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang pe-
nyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.

5.   Asas akuntabilitas
Penerapan sebuah sistem informasi

manajemen pasti memberikan dampak
bagi pemakai sistem informasi tersebut,
baik dampak positif maupun dampak
negatif, seperti halnya dampak dari pe-
nerapan aplikasi Atisisbada dalam pro-
ses penatausahaan barang milik daerah.
Kemudian dalam mekanisme penatau-
sahaan barang milik daerah harus mem-
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perhatikan prinsip-prinsip manajemen
aset yaitu: pada saat pembelian harus
dilengkapi dengan dokumen transaksi,
pada saat digunakan harus dilakukan
pencatatan/administrasi secara baik,dan
pada saat penghentian harus dicatat dan
diotorisasi.

Seperti pernyataan informan Bapak
Jasmani (Pengurus Barang Kecamatan
Menes Kabupaten Pandeglang) meng-
ungkapkan  bahwa“Barang  yang  diin-
put dalam aplikasi atisisbada ini harus
ada dokumen, harus sesuai dengan stnk,
dan BPKB, jadi intinya harus lengkap
dan wajib diisi, dari tanggal pembelian
dan dokumen lainnya diantaranya beri-
ta acara serah terima barang, dan har-
ga barang tersebut”. (hasil wawancara
Desember 2016). Hal serupa seperti
diungkapkan dalam wawancara dengan
Bapak Rian Juniar, S.IP (Admin Aplikasi
Atisisbada) :“Dokumen yang harus di-
siapkan dalam menginput barang milik
daerah adalah, kertas kerja dari skpd,
laporan belanja mulai dari sp2d bukti
nota, harga perolehan dan daftar peng-
adaan  yang  menjadi  acuan  pencatat-
an bmd, agar hasilnya balance dengan
aplikasi keuangan”. (Hasil wawancara
Desember 2016)

Selanjutnya peneliti melakukan kon-
firmasi kepada Bapak Moch. Muhaemin,
S.IP (Kasi  penatausahaan  aset  DPKA)
mengenai pencatatan barang milik dae-
rah pada aplikasi Atisisbada, menyata-
kan bahwa “Aplikasi ini akan mencatat
keluar masuk barang milik daerah per
skpd, jadi pengurus barang tidak akan
kehilangan jejak dalam pengelolaan ba-
rang milik daerah”. (Hasil wawancara
Desember 2016.)

Peran Aplikasi Atisisbada  merupa-
kan sebagai alat bantu untuk proses peng-
identifikasian aset atau barang milik dae-
rah khususnya dalam hal penatausahaan.
sistem informasi manajemen merupakan
suatu sistem yang menyediakan informa-
si untuk mendukung operasi manajemen
dan fungsi pengambilan keputusan dari
suatu organisasi. Diharapkan dengan
penerapan aplikasi atisisbada ini proses
pengelolaan aset atau barang milik dae-
rah khususnya pada penatausahaan dapat
diperoleh data yang akurat, transparan
dan akuntabel. Dalam aplikasi atisisbada
ini, segala bentuk penyalahgunaan dapat
di atasi dengan cepat, karena aplikasi ini
mencatat secara rinci alur mutasi barang
milik daerah sehingga pengurus barang
tidak akan kehilangan jejak.

Selanjutnya peneliti melakukan wa-
wancara terkait kemampuan pegawai Bi-
dang Aset dalam mengoperasikan Apli-
kasi Atisisbada, seperti wawancara yang
peneliti lakukan kepada ibu Fitri  Arizo-
na sebagai berikut “Saya belum begitu
mengusai Aplikasi ini, karena memang
jarang bersentuhan langsung dengan ap-
likasi tersebut” (Hasil wawancara De-
sember 2016). Hal serupa disampaikan
oleh Bapak Erik Firmansyah, sebagai
berikut “terus terang saya juga masih
belum begitu mengerti, karena memang
saya belum pernah menggunakan kom-
puter atau laptop” (Hasil wawancara
Desember 2016)

Sementara itu peneliti melakukan
konfirmasi kepada  kasi  penatausahaan
Aset DPKA, Bapak Moch. Muhaemin,
S.IP, MM sebagai berikut “Bintek kita
lakukan sudah dua kali, yaitu pada saat
pelunucuran (tahun 2015) dan tahun ini
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(2016)” (Hasil wawancara Desember
2016). Selanjutnya masih menurut Ba-
pak Moch. Muhaemin, S.IP, MM sebagai
berikut “yang sudah memahami aplika-
si sekitar 50 % tapi memang sebagian
besar baru bisa mengoperasikan yang
penting-pentng saja” (Hasil wawancara
Desember 2016).

6.   Asas kepastian nilai
Tertib pencatatan harus dimulai se-

jak dari tahap pengadaan. Pada tahap
pengadaan mengenai detail spesifikasi
dari aset harus dirinci dengan jelas, baik
untuk aset tidak bergerak maupun untuk
aset bergerak. Masih banyak kelemahan
dalam hal ini, antara lain terdapat ke-
salahan penulisan spesifikasi ataupun
ukuran kuantitas pada kontrak, padahal
ini menjadi sangat kruisal dan berpenga-
ruh untuk proses selanjutnya.

Neraca Daerah adalah laporan yang
menyajikan informasi posisi keuangan
pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Eku-
itas Dana pada tanggal tertentu. Unsur
yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset,
kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing
unsur dapat dijelaskan sebagai berikut,
Neraca menyajikan posisi aset, kewa-
jiban, dan ekuitas dana.  Aset diklasi-
fikasikan menjadi aset lancar dan aset
nonlancar. Aset  lancar  terdiri  dari  kas
atau aset lainnya yang dapat diuangkan
atau dapat dipakai habis dalam waktu 12
bulan mendatang. Aset nonlancar terdiri
dari investasi jangka panjang, aset tetap,
dan aset lainnya.

Kewajiban  dikelompokkan ke da-
lam kewajiban jangka pendek dan ke-
wajiban jangka panjang. Kewajiban jang-
ka pendek adalah kewajiban yang akan

jatuh tempo dalam waktu kurang atau
sama dengan 12 bulan setelah tanggal
pelaporan, sedangkan kewajiban jangka
panjang akan jatuh tempodalam waktu
lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas
dana diklasifikasikan menjadi ekuitas
dana  lancar  dan  ekuitas  dana  investa-
si. Neraca dan LRA adalah laporan yang
wajib disusun oleh SKPD, sedangkan
PPKD selaku BUD hanya menyusun
LAK dan  Konsolidasi  Neraca  SKPD
dan LRA SKPD menjadi Neraca Pemda
dan LRA Pemda.Menurut Ibu Hayatun
Nufus, S.IP., Mec. Dev. (KasiPenilaian,
Penghapusan dan Pemberdayaan Aset
DPKA) menjelaskan bahwa :

“Bisa, karena disini ada fitur rekap
neraca, nah itu nilainya merupakan
nilai akun aset tetap pada neraca,
selain aset tetap juga ada bebera-
pa akun aset lainnya walapun tdak
semuanya. Tapi ini merupakan su-
porting untuk menyusun neraca di
laporan keuangan pemerintah da-
erah.” (hasil wawancara pada de-
sember 2016).

Gambarn E.4 Tampilan Rekap Neraca

Seperti yang kita ketahui bersama,
Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat
menyajikan laporan keuangan yang me-
liputi:
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a. Laporan Realisasi Anggaran.
b.   Neraca
c. Laporan Arus/Aliran Kas
d.   Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk menyusun laporan keuangan
ini, Pemerintah Daerah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (PP
Nomor 24 Tahun 2004) Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lapor-
an realisasi anggaran menyajikan ikhti-
sar sumber, alokasi dan pemakaian sum-
berdaya ekonomi yang dikelola oleh Pe-
merintah Daerah yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan rea-
lisasinya dalam satu periode pelaporan.
Sementara Neraca Daerah menggambar-
kan posisi keuangan Pemerintah Daerah
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu. Sedangkan
Laporan Aliran/Arus Kas menyajikan in-
formasi kas sehubungan dengan aktivi-
tas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan dan transaksi non anggaran
yang menggambarkan saldo awal, pe-
nerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah daerah periode tertentu.
Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan
berisi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam laporan reali-
sasi anggaran, neraca, dan laporan arus
kas. Catatan atas laporan keuangan juga
menyajikan informasi tentang kebijakan
akuntansi yang dipergunakan oleh pe-
merintah daerah dan informasi lain yang
diharuskan dan diajurkan untuk diung-
kapkan di dalam standar akuntansi pe-
merintah serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan untuk menghasilkan laporan
secara wajar.

Laporan Keuangan Sebagai Bentuk
Pertanggungjawaban Kepada Publik. La-

poran keuangan pemerintah daerah, yang
terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas laporan keuangan pada dasarnya
merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas penggunaan dana publik (APBD).

Adapun kendala yang dihadapi da-
lam pelaksanaan aplikasi ini, adalah se-
bagaimana disampaikan Ibu Hayatun
Nufus:

“Kendala tetap ada karena aplikasi
ini merupakan aplikasi yang tergo-
long baru, sehingga kita perlu penye-
suaian-penyesuaian. Kendala yang
pertama terkait hardware, kapasitas
memory yang terbatas dan hardisk.
Selain itu juga terkait jaringan, ja-
ringan ke server kadang mengham-
bat, kita sering mengalami loading
lambat, antisipasinya kita menam-
bah kapasitas bandwith” (Wawanca-
ra, Desember 2016).

Bandwidth adalah suatu nilai kon-
sumsi transfer data yang dihitung dalam
bit/detik atau yang biasanya di sebut de-
ngan bit per second (bps), antara server
dan client dalam  waktu  tertentu. Atau
definisi bandwidth yaitu luas atau lebar
cakupan frekwensi yang dipakai oleh si-
nyal dalam medium transmisi. Jadi dapat
disimpulkan bandwidth yaitu kapasitas
maksimum  dari  suatu  jalur  komunika-
si yang dipakai untuk mentransfer data
dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth
adalah untuk menghitung transaksi data.
Bandwidth komputer dalam jaringan
komputer, bandwidth ini sering dipakai
sebagai suatu sinonim untuk data trans-
fer rate, ialah jumlah data yang bisa di-
bawa dari sebuah titik ke titik lain dalam
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jangka waktu tertentu (biasanya dalam
hitungan detik). Bandwitdh pada jaring-
an komputer ini umumnya diukur dalam
bits per second.

F. Kesimpulan
Kesimpulan akhir mengenai pe-

nerapan aplikasi atisisbada pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabu-
paten Pandeglang sudah baik. Namun
ada beberapa catatan diantaranya adalah:
Pertama, Sumber daya manusia khusus-

nya pegawai DPKA masih ada yang be-
lummahir menguasai aplikasi, sehingga
masih terdapat ketidaksesuaian dengan
pencatatan manual dan aplikasi. Kedua,
pencatatan dalam aplikasi masih belum
informatif, karena masih kosongnya pen-
catatan dan dukungan dokumen yang be-
lum diinput. Ketiga, Aplikasi Atisisbada
masih belum memberikan transparansi
karena hanya dapat diakses oleh pengu-
rus barang / user saja tidak dapat diakses
secara umum.
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